9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang XXX

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
Penghapusan Piutang, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan
menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat
tertagih itu dengan jurnal “Penyisihan Piutang ...” di debit dan
“Piutang” di kredit.

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... xxx

1.1.03.XX Piutang XXX

H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

1. Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi
yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut
dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen
transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku
jurnal.
Dari Memo Jurnal kemudian dibukukan dalam Buku Jurnal.

2. Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui
jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi
Akuntansi PPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun
beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-
masing akun.

3. Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum
penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca
Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening
beserta saldonya pada tanggal tertentu.
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Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan
melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan
terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan
laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,
terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan
keuangan adalah:
a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyusunan atas Laporan
Keuangan.
b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat

dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
a. Membuat Neraca Saldo
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo
buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.
b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal
ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo
pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-

transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut
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diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada

Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada
akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan
pencatatan, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti
memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran.
Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, Fungsi
Akuntansi PPKD langsung membuat pembetulan atas
jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi
beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi.
Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut,
menjurnal “Beban Hibah” di debit dan “Beban Subsidi” di
kredit.
9.1.05.XX Beban Hibah XXX

9.1.04.XX Beban Subsidi XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Hibah” di debit
dan “Belanja Subsidi” di kredit.

5.1.05.XX Belanja Hibah XXX

5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX

2) Penyesuaian Beban Penyisihan Piutang
Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian
pada akhir periode untuk transaksi yang diperkirakan tidak
dapat tertagih pada periode akuntansi. Sesuai dengan
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metode penyisihan piutang maka piutang yang tidak
tertagih akan menjadi beban pada periode akuntansi.
Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penyesuaian
tersebut dengan jurnal “Beban Penyisihan Piutang” di debit
dan “Penyisihan Piutang” di kredit pada buku jurnal.
9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang XXX

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat Fungsi
Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo
sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar
setelah penyesuaian.

d. Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA
Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar
setelah penyesuaian. Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi
akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi
Anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan
kemudian membuat “Laporan Realisasi Anggaran”.
Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD
juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun
LRA.Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun
LRA menjadi O (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:

4.01.01.XX Pendapatan-LRA =xxx

5.01.01.XX Belanja XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.01.01.XX Penerimaan Pembiayaan XXX
7.02.01.XX Pengeluaran Pembiayaan XXX
7.3.02.01 Pembiayaan Netto XXX

7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.02.01 Pembiayaan Netto XXX
7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX
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7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan
LRA.

e. Membuat LO dan jurnal penutup LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Operasional (kode rekening yang
berawalan 8 dan 9) untuk kemudian membuat Laporan
Operasional.
Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD
juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.
Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO
menjadi O.
Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan
LO. Berikut contoh jurnal penutup akun LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX
9.01.01.XX Beban XXX
3.1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX

f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal
penutup akhir
Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan
data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.
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Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk
menutup akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut
contoh jurnal penutup akhir :

3.1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX

3.1.01.01 Ekuitas XXX

g- Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan
pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca
Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal
untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif

atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan antara lain:

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos
yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan; dan
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6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.
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PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
PPKD
Bab II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD
2.1 |Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
PPKD
2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan
Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD
3.1 | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan Pemda
3.1.1 | Pendapatan
3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset
3.1.5 | Kewajiban
3.1.5 | Ekuitas
3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda
Bab V | Penutup

i. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab
Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan

sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan
SKPDsebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan
penggunaan barang milik daerah.Laporan Keuangan SKPD

merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada
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saat menyampaikan kaporan keuangan PPKD untuk
dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab.Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab
adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PPKD
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Badan ............ Tahun Anggaran..............

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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J. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah
Daerah
1. Ketentuan Umum
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan
entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji
sebagai satu entitas tunggal.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan
melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan
entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca
saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi
PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

Neraca;

o

e o

. Laporan Operasional (LO);

. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

M B ™ 0

. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Akuntansi PPKD

b. PPKD

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan
keuangan.
Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumiahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas
akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan
PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi
harus sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh

entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di
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bawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yang
digabungkan adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas

laporan tersebut diatas hasil penggabungan.

b. Melakukan Eliminasi

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan
dan dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang
dikonsolidasikan (R/K SKPD) dan kewajiban yang
dikonsolidasikan (R/K PPKD), Kedua akun tersebut
mempunyai nilai saldo yang sama. Akun tersebut merupakan
gabungan rekening timbal balik (resiprocal account) atas
transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi
PPKD schingga secara enttas pelaporan saldo akun tersebut
bukan merupakan hasil taransaksi keuangan daengan pihak
eksternal. Akun akun tersebut harus dieliminasi agar neraca
daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas
akuntansi.

c. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh
entitas akuntansi pemerintah daerah maka tahapan berikutnya
adalah penyusunan Laporan Perubahan SAL.

d. Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti
unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan
pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku
Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya.
Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian
diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi,
aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.
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e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif

atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan antara lain:

Bab1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
SKPD
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan
Bab Il | Penjelasan pos-pos laporan keuangan
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda
3.1.1 Pendapatan
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.14 Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.5 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada
Pemda.
Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda
BabV Penutup
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f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib
menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas
penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah.
Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah
merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada
saat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan
telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
IXXXXXXXXXXX

Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah XXXXX Tahun Anggaran
........ sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BUPATI TAPIN,
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